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PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat 4 Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang « undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang — undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah n,+njadi Undang — Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Pangkajene dan Kepulauan telah
menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011;
bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2011 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang — undangan yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2011;



.

Mengingat Undang — undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah — daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959, Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);

. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersin dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); -

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); ;

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang — undang
Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negare ,Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)
Kedua dengan Undang-Undang Nomor 1. Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerali
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tamoahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Inconesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambzhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sehagaimana telgh diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Xeuangan Pinipinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 94, Tamibahan Lembaran Negaira Repuhlik Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4502),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomaor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Mirimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah
diubah pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Menetapkan
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 =ebagai berikut:

1. Pendapatan Rp 665.751.559.380,00
2. Belanja Rp 643,994 452 .324 66
Surplus/Defisit Setelah Perubahan Rp 21.757.107.055,34
3. Pembiayaan
a. Penerimaan ) Rp 1.242 892 944 66
b. Pengeluaran Pp 23.000.000.000,00
Jumilah Pembiayaan Metto Rp (21.757 107.055,34)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp (0,00)
Pasal 2
(1) Pendapzatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari ; i
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 76,046 752 375.00
b. Dana Perimbangan Rp 474,19% .1 35800

c. Lein - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 115505, -45,647.00
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(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a di atas terdiri dari jenis pendapatan ;

a. Pajak Daerah Rp 42213,371,465.00
b. Retribusi Daerah Rp 15,898,813,410.00
¢. Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 9 038,000,000.00
d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 8,896,567,500.00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b di atas terdiri dari jenis pendapatan ;

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Rp 30,815,111,358.00
b. Dana Alokasi Umum . Rp 385,783,050,000.00
c. Dana Alokasi Khusus Rp 57,601,600,000.00

(4) Lain —lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari jenis pendapatan ;

a. Dana Darurat Rp -

b. Dana Bagi hasil pajak dari propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Rp 5,823,661,487 .00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus Rp 97.848,933,600.00

d. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya Rp B,832,450,560.00
Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari

a. Belanja Tidak Langsung Rp 394,757 422 585,18
b. Bel¥'a Langsung Rp 249.237.029.739,48
Rp £43.994.452.324 66



(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas terdiri dari jenis belanja

a. Belanja Pegawai Rp 365.549.937.585,18
b. Belanja Bunga Rp 2.128.125.000,00
c. Belanja Subsidi Rp -

d. Belanja Hibah R~ 4.965.000.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial Rp 7.620.000.000,00
f. Belanja Bagi hasil Rp 405.000.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan Rp 13.589.360.000,00
h. Belanja Tidak terduga . Rp 500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja ;

a. Belanja Pegawai Rp 28.430.166.087,00
b. Belanja Barang dan Jasa Rp 92.689.756.562 48
c. Belanja Modal Rp 128.117.107.090,00
Pasal 4
(1) Pembiavaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari
a. Penerimaan Rp 1,242 B92 944 66
b. Pengeluaran Rp 23,000,000,000.00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pa,l Vayat (1) huruf a terdiri dari enis pembiayaan
a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp 1,040,000,000.00
b. Pencairan dana cad=noan sejumiah Fp 2
¢. Hasil penjualan keka. =an daerah yang dipisahkan sejumlah Rp -
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp 202,892 944 66
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(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp -

b. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah sejumiah Rp -

c. Pembayaran utang pokok sejumlah Rp 23,000,000,000.00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp -
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pefaturan daerah ini, terdiri dari

1.  Lampiran
Lampiran
Lampiran

Lampiran
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Lampiran

Lampiran
Lampiran

Lampiran

= e

Lan firan
10. Lamp.ran

11, Lampiran

12. Lampiran

5. Lampiran
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Vi

VII

VIII
IX

X1

X1
X1

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Penclapata'n, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;,
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan
Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

Daftar piutang daerah

Daftar penyertaan modal (invetasi) daerah

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah

Daftar perkiraan penembzahan dzn pengurangan asset lair, - lain

Dzftar Keaiatan — keaiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
tahun ancgaran ini;

Daftar cona cadanzgan deerah dan

Leral i 1 cisi Daerah.



Pasal 6

Bupati Pangkajene dan Kepulauan menetapkan Peraturan tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan
gperasional pelaksanaan; .
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pangkajene
Pada tanggal 31 Desember 2010

I longkang di Pangakajene
ik tanggal & 31 Desember 2010

J.

s H. ANWAR RECCA.MM
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